PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 188.45-%-2023
TENTANG

PEMANFAATAN ALOKASI DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

WALIKOTA SOLOK.,

Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia,
sehingga setiap orang berhak untuk memperolah
Pelayanan  Kesehatan dan  perlindungan dan
pemerintah  bertanggung jawab mengatur dan
menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan
terjengkau -oleh semua masyarakat dalam rangka
peningkatan derajat kesehatan,;

b. bahwa Pemerintah Daerah dalam meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat maka perlu ditetapkan Alokasi
Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk
Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama,;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Wali kota tentang
Pemanfaatan Alokasi Dana Non Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan

Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

|




Mengingat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44356);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaga Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970
tentang pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok
dan Payakumbuh (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1970 Nomor 187);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan
Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan

Kesehatan;




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

Memanfaatkan Alokasi Dana Non Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisatikarn dari Keputusar Wali kota 1rii.

Pemanfaatan Dana Non Kapitasi yang diterima oleh
Dinas Kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan yang selanjutnya diserahkan ke
Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) dimanfaatkan
seluruhnya untuk pembayaran jasa pelayanan

kesehatan 100% (seratus persen).

Pemanfaatan alokasi dana non kapitasi sebagimana
dimaksud dalam Diktum Kedua ditetapkan dengan
mempertimbangkarn variaisel -

a. jenis ketenagaan

b. kehadiran ; dan

c. akreditasi.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan Wali kota ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Kota
Solok Tahun Anggaran 2023

. Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal \"e\nvdm‘:hﬂms

OL S( WALI KOTA SOLOK

fZUL ELFIAN UMARf




LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR
TENTANG

1.Variabel Jenis Ketenagaan

. 188.45- \$9 2023
. PEMANFAATAN ALOKASI DANA

NON KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL UNTUK
JASA PELAYANAN KESEHATAN

PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA

No | Jenis Tenaga Nilai
A | PNS
1. | Medis 150
2. | Apoteker dan Ners 100
3. | Tenaga paling rendah S1/D4 80
4. | Tenaga Kesehatan D3 60
5. | Tenaga non Kesehatan paling rendah D3 atau | 50
asisten tenaga kesehatan
6. | Tenaga non kesehatan dibawah D3 40
B | Non PNS
1. | Tenaga Kontrak Medis | 10041
2. | Tenega Kontrak D3/S1 40
3. | Tenaga Kontrak dibawah D3 25
i 4. l Sukarela 25
A. Merangkap Tugas Administratif
No | Keterangan Point
Rangkap tugas sebagai kepala FKTP (+) 100
| 2 Rangkap tugas sebagai bendahara Dana (+) 50
Kapitasi JKN
oy Rangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha | (+) 50
atau penanggung jawab penata usahaan
keuangan
4. Rangkap tugas sebagai penanggung jawab | (+) 10
program atau yang setara |




B. Masa Kerja

, = = S
No | Keterangan Pbint
1. 1 5 (lima) tahun sampai dengan 10 tahun (+) 5 |
| 2. | 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima | (+) 10 i
belas) tahun
3. | 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua | (+) 15
puluh) tahun
4. |21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 | (+) 20
(dua puluh lima) tahun
B. Lebih dari 25 (dua puluh lima) (+) 25
[1.Variabel Kehadiran
No | Keterangan Point ‘
1. | Hadir setiap hari kerja (+) 1/
hari
5 | Terlambat hadir atau pulang sebelum (-)1
waktunya diakumulasi sampai dengan 7
(tujuh) jam
[Il.Jasa Pelayanan Dana Non Kapitasi
A. Point Rawat Inap
No |Jenis Tenaga Nilai
1. | Dokter Spesialis 50
{ 2. | Dokter Penanggungjawab 40
Perawat Penanggungjawab (Kepala | 30
Ruangan)
| G | Pelaksana | 20
B. Pelayanan ANC dan PNC
[No | Jemis Tenaga | Nitat
1. | Dokter Spesialis 50/Pasien
2. | Dokter Penanggungjawab 40/ Pasien
| R | Bidan Penanggungjawab | 25/Pasien

T




C. Masa Kerja

No | Keterangan Point
1. |5 (lima) tahun sampai dengan 10 tahun (+) S i
3 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima i (+) 104\
belas) tahun
3. | 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua | (+) 15
puluh) tahun |
4. |21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 | (+) 20 |
(dua puluh lima) tahun
5. | Lebih dari 25 (dua puluh lima) (+) 25
[1.Variabel Kehadiran
|
No | Keterangan Point \
1. | Hadir setiap hari kerja (+) lT
hari
2. | Terlambat hadir atau pulang sebelum | (-) 1
' | waktunya diakumulasi sampai dengan 7
(tujuh) jam
}—
11l.Jasa Pelayanan Dana Non Kapitasi
C. Point Rawat Inap
No | Jenis Tenaga Nilai
1. | Dokter Spesialis 50
2. | Dokter Penanggungjawab 40
3. | Perawat Penanggungjawab (Kepala | 30
Ruangan)
| 4. | Pelaksana 120
1
D. Dana Pelayanan KB
No | Jenis Tenaga Nilai l
1. | Pelaksana 2/ Pasien li

NN




E. Merujuk Pasien BPJS

No | Jenis Tenaga Nilai
1. | Perawat Penanggungjawab 4/ Pasien
2. | Supir 3/ Pasien

F. Pelayanan Tindakan Pra Rujukan

No |Jenis Tenaga Nilai
1. | Penolong 5/ Pasien
2. | Pendamping 2/ Pasien

G. Dana Persalinan

Untuk dana persalinan menggunakan sistem Fee For Service dengan
ketentuan dari dana yang di klaimkan 70% untuk petugas dan 30% untuk
di bagi bersama, untuk petugas penolong persalinan memiliki ketentuan

sebagai berikut:
1. Dengan 2 petugas : 70% Penolong persalinan

30% Asisten penolong persalinan
2. Dengan 3 petugas : 50 % Penolong persalinan

25% Penanggung jawab

25% Asisten Penolong Persalinan
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PEMERINTAH KOTA SOLOK

DINAS KESEHATAN

Jl. Syamsu Tulus Kel. Nan Balimo-solok telp.0755-2251 7

;

Solok, 6 Maret 2023
Kepada

Nomor : 442/ 473 /DKES/IN-2023 Yth. Bpk WALIKOTA SOLOK

di.
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat

Tentang

Catatan
Lampiran

Untuk Mohon persetujuan

dan tanda tangan atas

DISPOSISI PIMPINAN

Kepada Walikota Solok tentang Surat
Keputusan Walikota Solok.

Pemanfaatan Alokasi Dana Non Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional Untuk
Jasa  Pelayanan Kesehatan Pada

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

3 ( tiga ) rangkap

Surat Keputusan Walikota Solok
Nomor : 188.45- 2023 Pemanfaatan
Alokasi Dana Non Kapitasi Jaminan
Kesehatan  Nasional Untuk Jasa
an Pada

Kesehatan Tingkat Pertama.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok




